P O T O S5 A N

Nomor : 73/C/PK/PJR/2004.-

DEMI KEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa permohonan peninjauan kempali telah meng-
ambil putusan sebagai berikut dalam perkara
PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,

Alamat Wisma Kalimanis Lt. &, Jalan

¢

Let. Jend. M.T. Haryone Kav. 33

Jakarta 12770, dalam hal ini diwaki-
1i oleh : Idrian, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, bar-
tempat tinggal di WVilla Nusa Indah
Blok U3/33, RT.8/20 Gunung Putri,
Bogor, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal Eé-ﬁanuari 2004 ;
Pemphon Peninjauan EKembali, dahulu
Femohon-Banding ;

me lawan

DIREKTUR JENDERAL. BEA DAN CUKAI,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani,

T
L S

Jakarta 132

Lad

Termochon Peninjauan Kembali; dahulu

Termohon-Banding ;
Mahkamah Agung tersebubt ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat vyang
bersangkutan ternyata - Pemohon -Peninjauan Xembali
dahulu sebagai Pemchon Banding telah mengajukan

permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan

Pengadilan <aeeess
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Pengadilan Pajak tanggal 15 Okteber 2003 No. Put,

01727/PP/HT.I1/19/2003 yang telah berkekuatan hukum

tetap, dalam perkaranya melawan Termchon Peninjauan

Kembali dahulu Termohon Banding dengan posita

perkara sebagai berikut :

Adapun Klarifikasi atas Put SPKPEM adalah sebagai

berikut :

1. PT. Kalimanis Plywood Industries (PT. KPI) telah
diaudit oleh Kanwil X JDBC Balikpapan pada bulan
Juli 1999 dan berdasarkan LHA dikenakan tambah
bayar sebesar Rp. 1,4 milyar.

2. Kepala Xanwil X DJBC Balikpapan dengan nomor
surat nomor 5-1084/WBC.10/1999 tanggal 17 Nopem-
ber 1989 menyampaikan temuan audit tersebut
kepada Kepala Bapeksta Keuangan namun hingga
saat ini belum ada tindaklanjutnya.

3. PT. XKPI mengajukan keberatan stas temuan audit
tersebut kepada Kepala Kanwilux ﬁJBC Balikpapan
dengan surat nomor 001/SKEU-1/DAK-1/8MD/012000
tanggal 17 Januari 2000.

Kepala Kanwil X DJBC menjawab surat keberatan

PT. KPI dengan surat nomor 857/WEC.10/2000
tanggal 26 Januari 2000 yang intinya menjelaskan
agar PT KPI mengajukan keberatan kepada Direktur
Tehnis Xepabeanan dengan menyerahkan jaminan.

4. Selanjutnya PT. KPI mengajukan berkas keberatan
disertai jaminan bank kepada Direktur Verifikasi
dan Audit dengan surat nomer 010/SKEU-1/DAK-
III.KPI/SMD/032000 tanggal 1 Maret 2000 dan

diceruskan ......
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(a3

Lo,

diteruskan oleh Kakanwil X DJBC dengan surat
nomor $S-267/WBC.10/2000 tanggal 22 Maret 2000
(ditujukan kepada Direktur Tehnis Kepabeanan) .
Hingga tanggal 28 Agustus 2002 keberatan terse-
but belum ada penyelesaiannya sehingga PT Ker
kembali menanyakan tindak lanjut proses kebe-
ratannya melalui Kepala KPBC Samarinda (surat
Kepala XPBC Type A Samarinda nomor §-75/WBC.
10/KP.0D4/2002 tanggal 28 Agustus 2002) .

Tanggal 15 Januari 2003, melalui nota dinas No.
ND-03/WBC.10/2003 dari Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Balikpapan diterbitkan tindak lanjut hasil
audit terhadap PT KPI yang harus melunasi hasil
temuan yang ditujukan kepada Bea Cukai Samarin-
da.

Tanggal 27 Januari 2003 ditegaskan kembali nota
dinas Neo. ND-03/WBC.10/2003 dengan surat No.S-
121/WBC.10/KP.04/2003 mengenai penetapan kebe-
ratan hasil audit kepada PT. KPI gsebesar
Ep. 1.336.506.086, -.

Tanggal 28 Januari 2003 ditetapkan Surat Pembe-
ritahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai

Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor

=1

(SPKPBEM) Nomor : surat S-127/WBC.10/KP.04/2003.
ET KPI melakukan pembayaran 50% untuk pengajuan
banding atas penetapan keberatan terhutang
sebesar Rp. 1.336.506.086.

Targgal 13 Jundi 2003 dikeluarkan SPKPME
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Nomor - S-623/WBC.10/KP.04/2003 terhutang
Rp.668.253.043, sisa terhutang setelah ada
pembayaran pengajuan banding sebesar 50%, waktu
itu kami ditolak karena belum ada putusan kebe-
ratan.
Atas dasar Nomor Surat 127/WBC.10/KP.04/2003 yang
sudah merupakan putusan hasil keberatan, terhutang
yang harus dibayar sebesar Rp. 1.336.505.086. dan
telah kami bayar 50% dalam proses Banding dengan
Surat kami Nomor : 05/DIR-KEU/IPK-KPI/03/2003 tang-

gal 12 Maret 2003, Proses banding ditolak Pengadil-

i)

an Pajak karena belum merupakan Keputusan (KEP),

dan sekarang keluar Surat Nomor : S-623/WBC.10/

KP.04/2003 tanggal 13 Juni 2003 terhutang

Rp.6688.253.043.

Kami keberatan atas Putusan tersebut dan kami

mengajukan pada Pengadilan Pajak kembali melalui

Surat ini terhadap SPKPMB sebelumnya vang terhu-

tang sebesar Rp. 1.336.506,086.

IDENTIFIKAST MASALAH

1. Permasalahan ini kelihatannya berkaitan dengan
ketidak jelasan prosedur "tindaklanjut" hasil
audit oleh Bapeksta Keuangan Eghagaimana diatur
dalam Keputusan Menkeu Nomor : 615/KMK.01/1957
tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan terse-
but tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh
Bapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkan
kembali kepada DJBC. Masalah definisi "ditindak-

lanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KP
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DJBC dengan surat nomor S-605/WBC.10/2002 tang-
gal 7 Agustus 2002, namun sampal saat ini belum
ada jawaban/penjelasannya.
Mempelajari Keputusan Menkeu nomor 380/KMK.0s/
1889 tanggal 9 Juli 1999 jo Keputusan Dirjen BC
nomor KEP-64/BC/1399 tanggal 11 Oktober 1599,
menurut pendapat kami keputusan tersebut menga-
Eur tentang keberatan dan banding tarif/nilai
pabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksi
administrasi aajah sedangkan keberatan terhadap
fasilitas/hasil audit menurut hemat kami Dbelum
ada aturannya atau belum diatur sampai saat ini.
Konsekuensi dan surat Direktur Jenderal Bea
Cukai u.b. Direktur PPKC nomor : S-253/BC.B/2002
tanggal 24 Juni 2002 yang-_;enyatakan bahwa
keberatan atas SPKPEM vang merupakan tindak
lanjut hasil audit tetap mengacu pada Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 do.
Keputusan Dirjen BC Nomor: KEP-£4/BC/1999, maka
kasus keberatan PT. Kalimanis juga harus dipro-
ses sesuai ketentuan tersebut. Dengan demikian,
Keputusan Dirjen tersebut telah gugur secara
hukum sesuai dengan terikatnya ketentuan batas
waktu 60 hari. Dan pihak Dirjen harus menerbit-
kan Surat EKeputusan yang menesrima sanggahan atau
keberatan Pemsohon banding. =

Temuan Non Finansial.

Temuan Audit : Penilaian Terhadap Sistem Pe-

ngendalian Intermn.

Pemeriksaan .......
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Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern

yvang dilakukan meliputi

- Struktur Organisasi.

- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran
bahan baku.

- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran
barang jadi.

- Pengendalian bahan dan barang asal

Bapeksta.

- Prosedur pembayaran terhadap barang impor.

- Penataan terhadap barang sisa dan scrap.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa system Pengen-
dalian Intern Perusahaan sudah berjalan dengan
baik. Tetapi terdapat hal-hal yang perlu disempur-
nakan, karena masih terdapat bagian yvang belum
menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian terha-

a. Bagilan Penyimpanan Bahan Baku Kimia, Bagian
Produksi Print Line dan Bagian Penyimpanan
Barang Jadi Print Line, dimana perusahaan mem-
buat Standard Prosedur Kerja yang belum dapat
memenuhi kriteria pengendalian manajemen.

b. Belum terdapat pemisahan fungsi, wewenang dan
tanggung jawab pada bagian-bagian tersebut pada
butir a.

Sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa hal

yang pelu diperbaiki berkaitan dengan pengawasan

dan pengendalian terhadap bahan_;;ku impor fasili-

BB SR Wiaan
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tas dana ketentuan yang beriaku di bidang kepa-

beanan, sesuali dengan pasal 49 dan 51 Undang-

undang Nomor : 10 tahun 1955 tentang Kepabeanan,
antara lain

2. Pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung Jjawab,
antara lain :

- Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia dan Bagian
Produksi Print Line.

- Bagian produksi dan Bagian-Penyimpanan Barang
Jadi Print Line,

b. Pencatatan dan dokumentasi transaksi mutasi
barang pada masing-masing bagian tersebut butir
a sebagal pertanggungjawabannya.

¢. Administrasi .pencatatan data transaksi yang
berhubungan dengan bahan baku impor fasilitas
dan non fasilitas serta bahan baku lokal vyang
belum dipisahkan, antara lain
- Penerimaan dan penyimpanan di gudang,

- Proses Produksi.
- Penerimaan dan pengeluaran barang jadi.

d. Konversi pemakaian bahan baku pada proses pro-
duksi yang belum ditetapkan.

. Pemisahan letak fisik bahan bkaku asal impor
Easilitas, non fasilitas, dan lokal digudang
bahan baku yang belum dilaksanakan ;

f. Prosedur pemusnahan barang sisa/scrap bahan baku
yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku. .

JAWAEAN WAJIB PAJAKR
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Ruang lingkup wewenang, tanggung jawab serta struk-
tur organisasi pada unit kegiatan PT. Kalimanis
sudah didasarkan pada penerapan system Manajeman
mutiy IS0 2002 dimzna seluruh‘éystem ing, péngenda-
lian dokumen dan persetujuan terhadap dokumen yang
diterbitkan untuk diterapkan berdasarkan klarifika.
si dimana kondisi-kondisi yang ada seperti dokumen
manual system manajemen mutu, dokumen kualiti
prosedur, dokumen work instruction, dokumen formal
laporan dan dokumen standar produk. Sehingga temuan
mengenai pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung
jawab pemisahan administrasi pencatatan data
transaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahan
baku impor fasilitas, pemisahan letak fisik bahan
aku sudah tercover di dalam system manajemen mutu
IS0 5002, Kondisinya bisa dilihat pada prosedur
khusus pada bagian pembelian No. KPI/QP/05 halaman
> sampai dengan 22 pada ISO 9002, sedangkan untuk
letak fisik akan dipertimbangkan—untuk dipertegas
garis pembatasnya.
B. Temuan Finansial,
1. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Baku.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan
catatan pembukuan yang ada, dapat disimpulkan
berikut
&. Berdasarkan hasil uji materi kuantitas antara
Penerimaan Bahan Baku Kimia dengan dokumen PIB
fasilitas;, ditemukan adanya kekurangan Jjumlah

penerimaan. Namun perusahaan telah mempertaruh-

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kan jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam
PIB-PIB tersebut dan customs bond telah dikemba-
likan ke perusahaan. Selain itu dari laporan
keterkaitan menunjukan bahwa bahan baku tersebut
telah diolah dan diekspor. Seshingga pungutan
atas kekurangan tersebut tidak dilakukan pena-
gihan. (8-557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002).

b. Terdapat saldo Buku minus “vang mengakibatkan
selisih lebih pada hasil uji eksistensi bahan
balku.

C. Berdasarkan hasil wuji eksistensi bahan baku
fasilitas yang membandingkan antara Saldo Buku
dengan Stock Opname persediaan, terdapat selisih
kurang. Akibat persediaan kurang tersebut,
perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari
jumlah persediaan bahan baku yang kurang,
ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk

yvang belum dibayar, dengan rincian

- Bea masuk ..... PRI 1 T o T [ s e - T i o 1
el e Rp, 44.032.003,00
- Denda Administrasi ... Rp. 39.748.141.00
FOMLER vosen v com s Rp.123.528.285,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Pelaksanaan stock opname vang dilakukan pada
tanggal 20 Juni 1999 menurut auditor terdapat
temuan selisih kurang fisik bahan baku fasilitas di
banding dengan salde buku. Hal ini sebenarnya

akibat dari perhitungan dan system pelaporan yang

hegr

belum selesai. Kondisi ini sesuai dengan pedoman

pembebasan .......
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pembebasan No. BPA.08/01/1988 pada halaman 9 Huruf

H

batas waktu disebutkan

&. Batas waktu untuk rencana impor, produksi dan
ekspor yang diajukan paling lama 12 bulan.

b. Batas waktu pelaksanaan impor, produksi dan
ekspor paling lama sesuai- dengan periode yang
Cercantum dalam SK fasilitas pembebasan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa

selisih tersebut akan terklarifikasi pada akhir

masa skep.

2. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.

2. Terdapat pengeludran lokal barang jadi fasilitas

yvang belum melunasi Bea Masuk dan pungutan Pajak

lainnya dalam rangka impor. Akibat pengeluaran
lokal barang jadi fasilitas tersebut, perusa-
haan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari
jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditam-
bah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang

belum dibayar, dengan rincian sebesar berikut

= BEMABUK asseen s s Rp. 76.926.763,00

= BRI sanmmeissies aoi s Rpb, BSUSTRITRE 00 )

- Denda Administrasi ...... R;T_?5.925.7E3.DD
JumMlah v e e Rp.235.371.982, 00

JAWABAN WAJIE PAJAK

Di Perusahaan kami terdapat beberapa system pen-
jualan diantaranya diistilahkan dengan

- Intraco

- Interco

- Ekspor
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- Lokal
Dalam proses produksi ada keterkaitan di masing-
masing mwill sehingga mengacu pada masing-masing
perusahaan. Satu diantaranya mengenai penjualan
lokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak,
bahan bakunya berasal dari pembelian dalam negeri/
lokal dengan system tersebut diatas yaitu intraco,
interco dan lokal.

b. Terdapat saldo mifus pada hasil uji ekgzistensi
barang jadi fasilitas. Rkibat persediaan kurang
barang jadi fasilitas tersebut, perusahaan wajib
melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah bahan
baku fasilitas vyang dipakai;— ditambah Denda
Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum di-
bayar, dengan rincian sebagai berikut
- Bea Masuk . o couemnes Rp. 60.372.303,00

................... Rp. 67.551:486,;00

- Denda Administrasi .... Rp. 60.372.303,00

WEEELERE: stisnms i e ...+ Rp.188.296.082,00

JAWABAN WAJIB PAJAK
Hasil stock opname barang jadi fasilitas vyang
dilakukan pada tanggal 30 Juni 1999 terdapat perbe-
daan dalam penyajian konversi. Sementara ini kon-
versi yang telah terlaksana dan diakui Bapeksta
sebagaimana laporan keterkaitan yang telah disetu-
jui (daftar konversi terlampir) .
3. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN JAMINAN
a. Ditemukan beberapa PIB fasilitas yang kurang

jaminan Bea Masuk dan PPN wvang disebabkan oleh

kesalahan ...: ...
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Disclaimer

kesalahan pemberitahuan NDPBM dan telah diter-
bitkan Nota Pembetulan. Namun demikian
barang,bahan baku tersebut telah diglah dan
diekspor serta customs bond telah dikembalikan

sehingga kekurangan tersebub tidak ditagih. (s-

557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002) .

b. Ditemukan sebanyak ¢ PIB vang diberitahukan
sebagal PIB fagilitas Bapeksta yang tidak
dijaminkan Bea Masuk dan PPN-nya serta tidak
terdaftar di Bapeksta Keuangan. Akibat penyalah-
gunaan fasilitas tersebut perusahaan wajib
melunasi Bea Masuk dan PPN-nya, ditambah Denda
Administrasi sebesar Bea Masuk yvang kelum di-
bayar, dengan rincian sebagai berikut
=ERCANmEETRI L e S Rp. 205.595.807,00
= PPN L vricisians Sl b . Rp. 209.118.113,00

o Rp: 205.585.807,00

FUMLZR: e v oo Rp. 620.309.727,00

JAWABAN WAJIEB PAJAK

Untuk temuan 4 PIB fasilitas Bapeksta secara teknis
telah melalui prosedur dimana pengeluaran barang
sudah didasarkan pada persetujuan pengeluaran
barang cleh Bea dan Cukai. Sementara ini persoa-
lannya pada aspek customs bond, mengingat kondisi
proses klarifikasinya masih menunggu Jjawaban dari
berbagai institusi.

4. TEMUAN AUDIT : PEMERTKSAAN KEBENARAN PEMENUHAN

KETENTUAN DI BIDANG KEPARBEAN.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB, Surat

Persebujuan . jui. .3
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Disclaimer

Fersetujuan Pengeluaran Barang (SBFR), Laporan
Pemakaian Bahan Baku Kimia {pada Laporan Bulanan
Bahan Baku Kimia/Monthly cChemical Report) dan
catatan pembukuan yang ada, terdapat bahan baku
kimia/spare part yang telah dikeluarkan/dipakai
sebelum PIB didaftarkan/SPen diterbitkan, tanpa
persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Akibat pelanggaran ketentuan kepabeanan tersebut,

perusahaan wajib melunasi Denda Administrasi
sebesar Rp. 165.000.000,- Eseé;;i pasal 7 (&)
Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Xepa-
beanan) .

JAWABAN WAJIE PAJAK.
Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1997 Pasal
7 (8) telah dilakukan dan dipergunakan sesuai
ketentuan, dimana pengeluaran barang dilakukan
setelah mendapat persetujuan pengeluaran‘ barang
(SPPB) dari Bea dan Cukai.
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan
Pajak tanggal 15 Oktober 2003 Na. Put . 01727/PR/
HT.II/19/2003 vang telah bérkekﬁgcaﬁ tetap terse-
but adalah sebagai berikut
- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding
terhadap Penetapan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 tanggal 13
Juni 2003 mengenai tindak lanjut atas Surat
Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Balikpapan Nomor : ND-56 /WBC.10/
BD.04/2003 tanggal 2 Juni 2003, atas nama BPT.

Kalimanis ,......
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Disclaimer

Kalimanis Plywood Industries, NPMP.1.001.772.1-
722, alamat Jalan Lumba-lumba Sslili, Samarinda,
tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Penga-
dilan Pajak tanggal 15 Oktocher 2002 No. Put.01727/
FP/HT.II/19/2003 diberitahukan kepada Pemohon
Peninjauan ¥embali dahulu Pemchon Banding pada
Canggal 11 Nopember 2003 kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding
dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 26 &énuari 2004 diaju-
kan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis
di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai
alasan-alasannya vyang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari
2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permchonan Peninjau
an Kembali tersebut telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Pebruari
2004, namun Termohon Peninjauan kembali tidak
mengajukan jawaban/kontra Peninjauan Kembali seba-
gaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Pajak
Jakarta dalam suratnya Nomor : 002/PP/TEM.PK/
IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai
dengan Pasal 91, 92 Undang-Undang No. 14 tahun 2002
permohonan Peninjauan Kembali a gquo beserta alasan-
alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan’ ...
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Disclaimer

oleh karena itu formil dapat diterima

g

dengan cara vyang ditentukan Undang-Undang, maka

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali

telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali

ang pada pokoknya berbunyi sshagai berikut

PT. Kalimanis Plywood Industries (BPT. KPI) telah

diaudit oleh Kanwil X DJBC Balikpapan pada bulan

Juli 1999 dan berdasarkan LHA dikenakan tambah
bayar sebesar Rp. 1,4 milyar.
Kepala Kanwil X BDJEBC Balikpapan dengan nomor

surat nomor S-1084/WBC.10/1959 tanggal 17 Nopem-

ber 1999 menyampaikan temuan audit. tersebut

.-.
1]

kepada

vk

(epala apeksta Keuangan namun hingga
saat ini belum ada tindaklanjutnya.

PT. XPI mengajukan keberatan atas temuan audit
tersebut kepada Kepala Kanwil ¥ DJBC Balikpapan
dengan surat Tomer 001/SKEU-1/DAK-1/SMD/G012000
tanggal 17 Januari 2000,

Kepala Kanwil X DJBC menjawab surat keberatan
PT. KPI dengan -‘surat mnomer S57/WBC.10/2000
tanggal 26 Januari 2000 yang intinya menjelaskan
agar PT KPI mengajukan keberatan kepada Direktur
Tehnis Kepabeanan dengan menyerahkan jaminan.

Selanjutnya PT. KPI mengajukan berkas kebe

H

atan
disertai jaminan bank kepada Birektur Verifikasi
dan Audit dengan surat nomor O0L0/SEEU-1/DAK-
IIT.KPI/SMD/032000 tanaggal 7 Maret 2000 dan
dliteruskan oleh Kakanwil ¥ DJBC dengan surat
nomor $-267/WBC,10/2000 tanggal 22 Marst 2000

(ditugukan . vees ou
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(ditujukan kepada Direktur Tehnis Kepabeanan) .

5. Hingga tanggal 28 Agustus 2002 keberatan terse-
but belum ada penyelesaiannya sehingga PT KBI
kembali menanyakan tindak lanjut proses keberat-
annya: melalui Kepala KPBC Samarinda (surat

Kepala KPBC Type A Samarinds- nomor $-75/WBC.

10/KP,04/2002 tanggal 28 Agustus 2002) .

(531

Tanggal 15 Januari 2003, melalui nota dinas No.
ND-03/WBC.10/2003 dari Departemsan Keuangan
Republik TIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan
Cukaili Balikpapan diterbitkan tindak lanjut hasil

audit terhadap PT KPI wyang harus melunasi hasil

(e}

temuan yang ditujukan kepada Besa Cukai Samarin-

as .

7. Tanggal 27 Januari 2003 ditegaskan kembali nota
dinas No. ND-03/WBC.10/2003 dengan surat No.8-
121/WBC.10/KP.04/2003 mengenal penetapan kebe-

ratan hasil audit kepada PT. KPI sebesar

Ry 1535655065086,

o

Taniggal 28 Januari 2003 ditetapkan Surat Pembe-
ritahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai
Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Eangka Impor
(SPKPBM) Nomor ; surat S-127/WBC.10/KP.D4/2003.

. PT KPI melakukan pembayaran 50% untuk pengajuan
banding atas ©penetapan keberatan terhutang

sebesary Rp. 1.336.506.086.

10. Tanggal 13 Juni 2003 dikeluarkan  SPKPMB
Nomoxr 3 5-623/WBC.10/KP.04/2003 terhutang
Rp.668.253.043, sisa Lerhut;ng sektelah ada

pEMDAYIIATL el
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pembayaran pengajuan banding sebesar 50%, waktu

i

itu kami ditolak karena belum ada putuszan kebe-
rararn.
Atas dasar Nomor Surat 127/WBC.10/KP.04/2003 vang
sudah merupakan putusan hasil keberatan, Cerhutang
vang harus dibayar sebesar Rp. 1.335.506.0B6. dan
telah kami bayar 50% dalam proses Banding dengan

Surat kami Nomor : 05/DIR-KE/IPK-KPI/03/2003 cang-

a

gal 12 M%ret 2003. Proses bandingAditolak Pengadil-
an Pajak karena belum merupakan Keputusan (KEP),
dan sekarang keluar Surat Nomor 5-623/WBC.10/
KP.04/2003 tanggal 13 Juni 2003 terhutang
Rp.668.253.043.

Kami keberatan atas Putusan terssbut dan kami
mengajukan pada Pengadilan Pajak kembali melalui
Surat ini terhadap SPKPMB sebelumnya yang terhu-
tang sebesar Rp. 1.336.506.086.

IDENTIFIKAST MASALAH

1. Permasalahan ini kelihatannya berkaitan dengan
ketidak Jelasan prosedur “tindaklanjut' hasil
audit oleh Bapeksta Kesuangan sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menkeu Nomor : 615/KMK.01/19%9

tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan terse-
but tindak lanjut hasil audit 'dilaksanakan oleh
Bapeksta Keuangan wyang selanjutnya dilaporkan
kembali kepada DJBC. Masalah definigi "ditindak-
lanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KP
DJBC dengan surat nomor S-605/WBC.10/2002 tang-
gal 7 Agustus 2002, namun sampai saar ini belum

s - A prere A
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18 -

ada jawabanfpenjelasannya.

28]

Keputusan Menkeu nomor 3850/KMX.05/

Mempela

(I

ar
1330 tanggal 9 Juli 1999 jo Keputusan Dirjen BC
nomor KEP-84/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1959,

menurut pendapat kami keputusan ters

menga -
tur tentang keberatan dan banding tarif/nilai
pabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksi
administrasi saja, sedangkan keberatan Eerhadap

fasilitas/hasil audit menurut hemat kami belum

ada aburannya atau belum diatur gsampal saat ini.

Lt

Konsekuensi dan surat Direktur Jenderal Bea
Cukai u.b. Direktur PPKC nomor S-253/BC.B/2002

tanggal 24 Juni 2002 yang menvatakan

()
1]
5
=
)

NS ) _ —
eberatan ataz SPEPBEM yang merupakan tindak

lanjut hasil audit tetap mengacu pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 380/KME.05/1999 +Ho.
Keputusan Dirjen BC Nomor: KEP-64/BC/1999, maka

kasus keberatan PT. Kalimanis juga harus dipro-
ses sesuai ketentuan tersebut, Dengan demikian,

Keputusan Dirjen tersebut

ah gugur secara
hukum sesuai dengan terikatnya ketentuan batas
waktu 60 hari. Dan pihak Dirjem harus menerbit-
kan Surat Keputusan yvang mensrima sanggahan atau
keberatan Pemchon banding.

A. Temuan Non Finansial.
Temuan Audit : Penilaian Terhadap Sistem Pe-
ngendalian Intern.,
Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern
yang dilakukan meliputi

SBERURGIEE Sl
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- Stx¥uktur Organisasi.

|
[y

1stem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran
bahan baku.

- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran

barang Jjadi.

(W8

- Pengendalian bahan dan barang asal fasilitas
Bapeksta.

- Prosedur pembayaran terhadap barang impor.

- Penataan terhadap barang sisa dan scrap.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa system Pengen-
dalian Intern Perusahaan sudah berjalan dengan
baik. Tetapi terdapat hal-hal yang perlu disempur-
nakan, karena masih terdapat bagian vyang belum
menjalankan fungsinya dengan haik.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian terha-

dap

a. Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia, Bagian
Froduksi Print Line dan Bagian Penyimpanan
Barang Jadi Print Line, dimanas perusahaan mem-
buat Standard Prossdur Kerja yang belum dapat
memenuhi kriteria pengendalian manajemen.

b. Belum terdapat pemisahan fungsi, wewesnang dan
Canggung jawab pada bagian-bagian tersebut pada
butir a,.

Sehubungan dengan hal itu terdapac beberapa hal

yang pelu diperbaiki berkaitan dengan pengawasan

dan pengendalian terhadap bahan baku impor fasili-
tas dana ketentuan yang berlaku di bidang kepa-

beanan, sesual dengan pasal 4% dan 51 Undang-

undang ......

Disclaimer
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Disclaimer

undang Nomer : 10 tahun 1985 tentang Kepabeanan
antara lain

Iy . X :
a. Pemisahan fungei, wewenang dan tanggung Jawab

B

antara lain

- Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia dan Bagian

"l
Q

roduksi Print Line.
- Bagian produksi dan Bagian Penyimpanan Barang

Jadi Print Line.

o £ o A .
fencatatan dan dokumentasi transaksi mutasi
barang pada masing-masing bagian tersebut butir

a sebagai pertanggungjawabannya.
Administrasi pencatatan data transaksi vang

berhubungan dengan bahan bBaku impor fasilitas

dan non fasilitas serta bahan baku lokal yang
belum dipisahkan, antara lain

- Penerimaan dan penyimpanan di gudang.

o

roses Produksi.

- Penérimaan dan pengeluaran barang Jjadi.
Konversi pemakaian bahan baku pada proses pro-
duksi vang belum ditetapkan.

Pemisahan letak fisik bahan baku asal impor
fasilitas, non fasilitas, dan lokal digudang
bahan baku yang bearlaku.

Prosedur pemusnahan barang

vang belum dilaksanakan sssuai dengan ketentuan

yang berlaku.

JAWAEBAN WAJIB PAJAR

Ruang lingkup wewenang, tanggung jawab serta struk-
Eur organisasi pada unit kegiatan BT. Kalimanis
Sudal . .. e
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sudah didasarkan pada penerapan

mutu 150 9002 dimana seluruh system ini, pengenda
lian deokumen dan persetujuan terhadap dokumen Yang
diterbitkan untuk diterapkan berdasarkan klarifika-
1 dimana kondisi-kondisi yang ada seperti dokumen
manual system manajemen mutu, dokumen kualiti
prosedur, dokumen work instruction, dokumsn formal
laporan dan dokumen standar broduk. Sehingga temuan
mengenal pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung
Jawab pemisahan administrasi pencatatan data
transaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahan
baku impor fasilitas, pemisahan letak fisik Bahan
baku sudah tercover di dalam system manajemen muktl
130 2002. Kondisinya bisa dilihat pada prosedur
khusus pada bagian pembelian No. EPI/0QP/05 halaman
5 sampai dengan 22 pada IS0 3002, sedangkan untuk
letak fisik akan dipertimbangkan untuk dipertegas
garis pembatasnya.

B. Temuan Finansial.

(=]

Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Baku.

Beyrdz &= = Hme 3 3
Berdasarkan hasil pemeriksaan Eerhadap data dan

catatan pembukuan yang ada, dapat disimpulkan

a. Berdasarkan hasil uji materi kuantitas antara
Penerimaan Bahan Baku Kimia dengan dokumen PIB
fasilitas, ditemukan adanvya kekurangan jumlah

penerimaan. Namun perusahaan telah mempertaruh-

-

an jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam

i}

"IB-PIB tersebut dan customs bond telah dikemba-

F
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terjadi p
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Disclaimer

=
5

ikan ke perusahaan. Selain itu dari laporan
keterkaitan menunjukan bahwa bahan baku tersebut
telah diclah dan diekspor. Sehingga pungutan
atas kekurangan tersebut tidak dilakukan psna-
gihan. (8-557/BC/2002 Langgal 20 Nopember 20032 .
b. Terdapat saldo Buku minus vang mengakibatkan
seligih lebih pada hasil uji eksistensi bahan

c. Berdasa ) oy b Ve : .
sarkan hasil U]l eksistensi bahan baka

i

e . o
fasilitas wyang membandingkan antara Saldo Buku
dengan Stock Opname persediaan, terdapst selisih

kKurang. Akibat persediaan kurang tersebut,
perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari
jumlah persediaan bahan baku yang kurang

- . ¢

ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk

yvang belum dibayar, dengan rincian

=~ Bea masuk ............ Rp. 35.748.141, 00
- PPN o e A REp. 44.032.003,00
- Denda Administrasi Rp. 39-.748.141, 00
by s crnses s Rp.123.528,285, 00

JAWABAN WAJIE PAJAK

Pelaksanaan stock opname vang dilakukan pada
tanggal 20 Juni 199% menurut auditor terdapat
temuan selisih kurang fisik bahan baku fasilitas di
banding dengan =salde buku. Hal ini sebenarnya
akibat dari perhitungan dan system pelaporan yang
belum selesai. Kondisi ini sesuai dengan pedoman

pembebasan No. BPL.08/01/1988 pada h

Al
=2

aman 9 huruf

£

s

= 3= R e
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Be

58

batas waktu disebutkan
Batas waktu untuk zrencans impor, produksi dan
1

BKSpPOr yang diajukan paling lama 12 bulan.

Batas waktu pelaksanaan impor, produksi dan

ekspor paling lama sesguai dengan periode vang
tercantum dalam SK fasilitas pembebasan.
rdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa

1ies -erce al k] i Fs
lisih tersebut azkan terklarifikasi pada akhir

1zsa skep.

2

f= 5

Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.

Terdapat pengeluaran lokal barang jadi fasilitas
¥ang belum melunasi Bea Masuk dan pungutan Pajak
lainnya dalam rangka impor. Akibat pengeluaran
lokal  Dbarang jadi fasilitas Cersebut, perusa-
haan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari
jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditam-
bah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang

belum dibayar, dengan rincian sebesar berikut

iEeaMgael L L s Rp. 76.925.763,00
= EPPIN s o, e g s e Bp. 85.518,455.,00
- Denda Adminigstrasi . oo Rp. 76.928.763,00

RS R e ~+ RpP.239.371.982,00

JAWAEAN WAJIB PAJAK

Da

Perusahaan kami terdapat beberapa system pen-

Jualan diantaranya diistilahkan dengan

Intraco
Interco
Ekspor

Lokal
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Disclaimer

Dalam proses produksi ada keterkaitan 4i masing-
masing mill sehingga mengacu  pada masing-masing
perusahaan. Saty dlantaranya mengenai penjualan
lokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak,
ahan bakunya berasal dari pembelian dalam
negeri/lokal dengan system tersebut diatas wyaitu
intraco, interco dan lokal.
b. Terdapat saldo minus pada hasil uji eksistensi
barang jadi fasilitas. Bkibat persediaan kurang
barang jadi fasilitas :ersebué, perusahaan wajib

melunasi Bea Ma

N PPN dari jumlah bahan
baku fasilitas yang dipakail, - ditambah Denda
Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum di-
bayar, dengan rincian sebagai berikut

- Bea Masuk

- Denda Administrasi .... Rp. 60.372:.303,00

Jumlah ................ Rp.188.296.092,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

3 ! H = 3 2
Hasil stock opname barang jadi fasilitas Vang
dilskukan pada tanggal 30 Juni 1999 terdapat perbe-

daan dalam penyajian konversi. Sementara ini kon-

Versi yang telah terlaksana dan diakui Bapeksta

sebagalimana laporan ketérkaitan yang telah disetu-

(daftar konversi terlampir) .

3. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN JAMINAN

4. Ditemukan beberapa PIB fasilitas vang kurang
jaminan Bea Masuk dan PPN vang disebabkan oleh
kesalahan pemberitahuan NDPEM dan telah diter-

bibtkan wemissn
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Disclaimer

bitkan Nota Pembetulan. Namun demikian
barang,bahan baku tersebut telah disclah dan
diekspor serta customs band telah dikembalikan
sehingga kekurangan tersebut tidak ditagih. (8-
557/BC/2002 tanggal 20 Nepember 2002) .

-

PIBE yang diberitzhuksan

b, Ditemukan sebanvak
sebagai PIB fasilitas Bapeksta vyang tidak
dijaminkan Bea Masuk dan FPN-nya serta tidak
terdaftar di Bapeksta Keuangan. Akibat penyalah-

gunaan fasilitas tersebut perusahaan wajib

melunasi Bea Masuk dan PPN-nya, ditambah Denda

Administrasi sebesar Bea Masuk vang belum di-

bayar, dengan rincian sebagal bherikut

- Bea masuk ... «- ‘BRp. 208 .595 BO7,00
= RN e e o Ep. 209.118.113,00

- Denda Administrasi .... Rp. 205.595.807 0o

Jumlah ... 0o

.
Al
(8]

(]
B
&
Lid
w0
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JAWABAN WAJIB PAJAK

Untuk temuan 4 PIB fasilitas Bapeksta secara teknis

1

Eelah melalul prosedur dimana pengesluaran barang
sudah didasarkan pada persetujuan pengeluaran
barang oleh Bea dan Cukai. Sementara ini persoca-

lanm = - 1
~annya pada aspek customs bond, mengingat kondisi

proses klarifikasinya masih menun

Jgu  Jawaban dari

berbagail institusi.

4. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN KEBENARAN PEMENUHAN
KETENTUAN DI BIDANG KEPABEAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB; Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) , Laporan
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Pemakaian Bahan Baku Kimia (pada Laporan Bulanan
Bahan Baku Kimia/Monthly Chemical Report| dan
catatan pembukuan wyang ada, terdapat bahan baku
kimia/spare part vyang telah dikeluarkan/dipakai
ssbelum PIR didaftarkan/SPPB diterbitkan, tanpa
persetujuan Xepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
Akibat pelanggaran ketentuan kepabeanan tersebut,
perusahaan wajib melunasi Denda Administrasi
sebesar Rp. 165.000.000,- (sesuai pasal 7 (8)
Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepa-
beanan} .

JAWABAN WAJIB PAJAK.

Sesual dengan Undang-undang No. I0 tahun 1997 Pasal
7 (8) telah dilakukan dan dipergunakin sesuai
ketentuan, dimana pengeluaran barang dilakukan
setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang
(SEPB} dari Bea dan Cukai.

Menimbang, bshwa selanjutnya Mahkamah Rgung

mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali
dari Pemohon sebagail berikut

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. ad. 4

Bahwa kebheratan-keberatan ini tidak dapat
dibenarkan karena keberatan tersebut bukan merupa-
kan alasan Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam
pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Bahwa secara berkelebihan patut dipertimbangkan

bahwa =seharusnya pengajuan Peninjzauan Kembali
dilakukan oleh pihak yang berkwalitas, in caso

Komisaris Utama tidak berwenang mengajukannya,

kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar vyang

bersangkutan .. ....
Disclaimer
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bersangkutan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan terssbut diatas, maka permohonan

Peninjauan Kembali yang diajukan olen ; PT. KALIMA-

NIS PLYWOOD INDUSTRIES tersebut adalzh tidak bera-
lasan, sehingga harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemchon Penin-
jauan Kembali dipihak wyang dikalahkan, maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana terse-
but dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang
No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang--Nomor : 14 Tahun
1985 jo Undang-undang No. 5 tzhun 2004 dan Undang-
Undang Ne. 14 Tahun 2002 serta peraturan peru-
nadang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADIILTEI H

Menolak permohonan ninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kemb : PT.KALIMANIS PLYWOOQOD

INDUSTRIES tersebut ;

Menghukum Pemchon Peninjauan Kembali untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan

ij!

Kembali ini sebgsar Rp. 2.500.000 { dua juta

lima ratus ribu rupiah) ; e

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-
waratan Mahkamah Agung pada hari : BSENIN, TANGGAL
16 AGUSTUS 2004 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotu-

lung, S5H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Ling-

kungan Peradilan Tata Usaha Negara sSebagai Ketua
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